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  P U T U S A N  
Nomor  779 PK/Pdt/2018 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

M A H K A M A H   A G U N G 

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah 

memutus sebagai berikut dalam perkara antara: 

LINA SIDHARTA, bertempat tinggal di Bukit Palma Graha 

Citra A-1/19 RT.006-RW.004, Kelurahan Babat Jerawat, 

Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi 

kuasa kepada O’od Chrisworo, S.H., M.H. dan kawan-

kawan, Para Advokat pada O’od Chrisworo, S.H., M.H. & 

Partners, beralamat di Jalan Kerinci Nomor 20 Komplek 

Perumahan Pepelegi Indah Waru - Sidoarjo, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015; 

Pemohon Peninjauan Kembali; 

L a w a n 

WELLY SOEDJONO, bertempat tinggal di Bukit Palma 

Graha Citra A-1/19 RT.006-RW.004, Kelurahan Babat 

Jerawat, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dalam hal ini 

memberi kuasa kepada Mochamad Chusnul Manap, S.H., 

M.H., advokat pada Kantor Advokat & Pengacara JRH & 

Partners, beralamat di Jalan Raya Mulyosari Nomor 264 

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 

Oktober 2015; 

Termohon Peninjauan Kembali; 

Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut:  

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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2. Menyatakan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sebagaimana 

yang tercatat dalam kutipan surat nikah nomor 34 GE/SN/PD/II/20 yang 

diterbitkan oleh Gereja Elim Indonesia dan dalam kutipan akta 

perkawinan Nomor 544/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil 

Surabaya, secara hukum putus karena perceraian;  

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk 

mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap kepada Kantor Catalan Sipil Surabaya agar dapat didaftarkan 

perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;  

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena 

perkara ini;  

Atau: Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);  

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh 

Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 340/Pdt.G/2014/PN 

Sby. tanggal 16 September 2014, yang amarnya sebagai berikut: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah 

dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2003 di Surabaya, sebagaimana 

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 544/WNI/2003, tertanggal 2 Mei 2014 

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;  

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk 

mengirimkan salinan sah putusan perkara a quo yang telah berkekuatan 

hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya untuk dicatat dalam register perceraian yang berlaku;  

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

diperhitungkan sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu 

rupiah);  

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi 

Surabaya dengan putusan Nomor 12/PDT/2015/PT SBY. tanggal 3 Maret 

2015; 
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Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 

Nomor 12/PDT/2015/PT SBY. tanggal 3 Maret 2015 yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan 

Kembali pada tanggal 4 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon 

Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015 diajukan permohonan Peninjauan 

Kembali pada tanggal 29 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta 

Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 340/Pdt.G/2014/PN 

Sby. juncto Nomor 12/PDT/2015/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori 

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2015; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta 

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut 

secara formal dapat diterima; 

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang 

diterima tanggal 29 September 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan 

bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan 

yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut: 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 12/PDT/2015/PT 

SBY. tertanggal 3 Maret 2015 juncto Nomor Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 340/Pdt.G/2014/PN Sby. tertanggal 16 September 2014; 

Mengadili Sendiri: 

- Menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) 

dinyatakan ditolak; 

- Menghukum Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) membayar 

biaya perkara yang timbul; 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, 
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Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan 

kembali tanggal 4 November 2015 yang menolak permohonan peninjauan 

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah 

Agung berpendapat:  

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh 

karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 

29 September 2015 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 

November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti  dalam hal 

ini putusan Pengadilan Negeri Surabaya tidak ditemukan kekhilafan Hakim 

dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

Bahwa sesuai fakta persidangan telah terjadi cekcok terus menerus 

antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mungkin lagi dilanjutkan 

suatu rumah tangga yang harmonis; 

Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f 

PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka 

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan 

Kembali LINA SIDHARTA tersebut harus ditolak; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali 

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan 

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan 

peninjauan kembali ini; 

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan 

lain yang bersangkutan; 

M E N G A D I L I: 

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan 

Kembali LINA SIDHARTA tersebut; 
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2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan 

kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); 

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. 

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus 

Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua 

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, 

S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. 

 

 Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis, 

 ttd. ttd. 

 Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.  Soltoni Mohdally, S.H., M.H.  

 ttd. 

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.  

 Panitera Pengganti, 

 ttd. 

 Ayumi Susriani, S.H., M.H.  

Biaya Peninjauan Kembali:  
1. M e t e r a i …….... Rp       6.000,00 
2. R e d a k s i ……... Rp       5.000,00 
3. Administrasi PK … Rp2.489.000,00 
J u m l a h ….........….. Rp2.500.000,00 

 
Untuk Salinan 

Mahkamah Agung R.I 
a.n. Panitera, 

Panitera Muda Perdata  

 

 

 

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H. 
NIP. 19630325 198803 1 001 
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